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Tesisini membahas tentang hukum Jaminan Perorangan yang menjadi jaminan dalam praktik pembiayaan
yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang mengatur mengenai Jaminan Perorangan terdapat dalam Pasal
1820-1850 KUHPerdata. Jaminan Perorangan merupakan perjanjian yang diberikan oleh pihak ketiga untuk
memenuhi kewajiban debitur jika debitur wanprestasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah upaya hukum
perusahaan pembiayaan dalam menyel esaikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan perorangan yang macet,
pel aksanaan eksekusi jaminan perorangan pada perjanjian penanggungan dan akibat hukum dari
pengesampingan hak-hak istimewa penjamin yang diatur dalam KUHPerdata dalam perjanjian
penanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst.
Dalam rangka untuk melakukan penelitian ini, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian
preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan pembiayaan akan mengupayakan penyelesaian
pembiayaan macet melalui penyelesaian secara musyawarah mufakat untuk dapat mengeksekusi jaminan
perorangan. Apabilatidak terdapat penyelesaian, maka perusahaan pembiayaan dapat melakukan upaya
hukum penyelesaian melalui pengadilan agar dapat menyatakan perjanjian fasilitas pembiayaan tersebut
wanprestas dan eksekusi jaminan perorangan yang telah diberikan oleh penjamin. Jenis pelaksanaan
eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst yaitu
eksekusi untuk membayar sejumlah uang untuk pemenuhan pembayaran utang. Jika pelaksanaan putusan
tidak dilaksanakan secara sukarela, maka proses eksekusi yang dapat dilakukan adalah (i) permohonan
eksekusi, (i) teguran, (iii) sitaeksekusi terhadap harta kekayaan penjamin. Lebih lanjut, pengesampingan
hak-hak istimewa penjamin yang diatur dalam KUHPerdata bertujuan agar memudahkan kreditur untuk
dapat menagih penjamin apabila debitur wanprestasi.

...... This thesis discusses the law of the Personal Guarantee which is a security in financing practices which
applied in Indonesia. The provisions governing the Personal Guarantee are regulated in Articles 1820-1850
of the Civil Code. Personal Guarantee is an agreement given by athird party to fulfill the debtor's
obligations if the debtor defaults. This problemsin this thesis are the legal efforts of financing companiesin
completing non-performing financing facilities with personal guarantees, analysis of the execution of
personal guarantees and the legal consequences of waiving the guarantor's privileges which regulated in the
Civil Code in the guarantee agreement based on the Decision of the Central Jakarta District Court Number
44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst. In order to conduct this research, the research typology used is prescriptive
research. The result of this research is that financing companies will strive to resolve non-performing
financing through deliberation to reach a consensus to be able to execute individual guarantees. If thereisno
settlement, then the financing company can take legal remedies through the court to declare the financing


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920531292&lokasi=lokal

facility agreement in default and the execution of the individual guarantee provided by the guarantor. The
type of execution of the Central Jakarta District Court Decision number 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst namely
execution to pay an amount of money to fulfill debt payments. If the implementation of the decision is not
carried out voluntarily, then the execution process that can be carried out is (i) request for execution, (ii)
warning, (iii) seizure of execution of the assets of the guarantor. Furthermore, the waiver of the special
rights of the guarantor regulated in the Civil Code amsto facilitate the creditor to be able to collect the
guarantor if the debtor isin default.



